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 ABSTRAK  -         Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan gedung penting sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang 

menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bangunan gedung 

harus diselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai dengan fungsinya, 

serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. 

Agar dapat tercapai hal tersebut oleh karena itu diperlukan peran 

masyarakat dan upaya pembinaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

perlu membentuk Undang-Undang tentang Bangunan Gedung. 

 

  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 20 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 

UUD 1945.  

 

  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Bangunan gedung adalah wujud 

fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan 

lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :  

1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang 

menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung. 

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan 

administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, 

status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. 

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan 

dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Penggunaan ruang di atas 

dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus 

memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan 

administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung 



semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang 

dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. Penyelenggaraan bangunan 

gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan 

pembongkaran. Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik 

bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan 

gedung. 

 

CATATAN : -  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan, 16 Desember  

2002. 

  -  Penjelasan : 27 hlm. 

 


